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Abstract : In practice, the auction, although carried out in accordance with applicable regulations, is 
sometimes still sued in the District Court, the High Court even to the Supreme Court. The results of 
the supreme court's decision were canceled. Regarding this matter, of course the auction winner is very 
disadvantaged. The problem to be known in this scientific work is a form of legal protection against 
the winning bidder for the execution of Mortgage, and how to settle if there are obstacles in the 
implementation of the auction. This scientific work uses a normative juridical method with a statute 
approach, a conceptual approach and a case approach. The results obtained from this study are that 
the form of legal protection for auction winners who have good intentions is: 1) Submitting resistance 
(Derden Verzet) to the execution of the verdict. This resistance is submitted to the Chairperson of the 
District Court whose confiscation occurs in his jurisdiction, both verbally and in writing, 2) Submitting 
a request for legal protection for the decision to cancel the auction and re-execute. The method of 
settlement if there is an obstacle in the implementation of the auction for the Mortgage by means of the 
debtor paying the amount of debt and other costs as stated in the contents of the decision if the obstacles 
arise during the auction. Whereas the method of settlement after the auction, is the creditor as the buyer 
and the winner of the auction of the Mortgage resistance (derden verset) by suing the debtor to court 
with a claim for compensation for all costs of conducting the auction that has been carried out and 
canceled by the court. Furthermore, Bank Rakyat Indonesia as the creditor holds the default debtor 
accountable to immediately fulfill the defaulted debt by re-executing.. 
Keywords : Auction winners, re-execution, and mortgages. 
 
Abstrak : dDalam dpraktik dlelang dmeskipun ddilaksanakan dsesuai ddengan dketentuan dyang 
dberlaku, dterkadang dmasih ddigugat ddi dPengadilan dNegerid, dPengadilan dTingi dbahkan 
dhingga dberakhir ddi dMahkamah dAgungd. Hasil dputusan dpengadilan dlelang dtersebut 
ddibatalkand. dTerhadap dhal dyang ddemikian dtentunya dpihak dpemenang dlelang dsangat 
ddirugikan. dPermasalahan dyang dingin ddiketahui ddalam dkarya dilmiah dini dadalah dbentuk 
dperlindungan dhukum dterhadap dpemenang dlelang deksekusi Hak Tanggungan, dan dcara 
dpenyelesaian dbila dterjadi dhambatan ddalam dpelaksanaan dlelang. Karyaa ilmiaha ini 
menggunakana metodea yuridisa normativea dengana pendekatana perundang-undangana 
(statute aapproach), pendekatan akonsep (conceptual approach) aserta pendekatan akasus (acase 
approach). Hasili yang i didapat darii penelitiani ini adalahi bahwai bentuki perlindungani 
ihukum ibagi pemenang i lelangi yang ibertitikad ibaik iadalah: 1) iMengajukan perlawanani 
(Derden Verzet) terhadapi eksekusii putusan. iPerlawanan ini idiajukan kepada i Ketuai 
Pengadilani Negeri iyang idalam iwilayah ihukumnya iterjadi ipenyitaan, baiki secara lisan 
maupun secara tulisan, 2) Mengajukani permohonani perlindungani hukum atas putusani 
pembatalani lelang dan re-eksekusii. Sedangkan cara ipenyelesaian bila terjadi ihambatan 
dalam ipelaksanaan lelangg eksekusi Hakg Tanggungang dengan carag pihak debitorg 
membayarg jumlah utangg dan biaya-biayag lain sebesarg yang terterag dalam isi putusang 
bila hambatang tersebut munculg pada saat pelaksanaang lelang. Sedangkan cara 
penyelesaian pada setelah gpelaksanaan lelang, adalah kreditor sebagai pembeli dan 
pemenang lelang geksekusi Hak Tanggungang melakukan gperlawanan (derden verset) 
dengan menggugat gdebitor ke pengadilan dengan gugatan ganti rugi atas semua biaya 
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pelaksanaan lelang yang telah ddilaksanakan dan ddibatalkan oleh dpengadilan. 
dSelanjutnya dBank dRakyat dIndonesia dselaku dkreditor dmeminta dpertanggungjawaban 
ddebitor dyang dwanprestasi dtersebut duntuk dsegera dmemenuhi dhutang dyang dmacet ddengan 
dcara dlelang dulang datau re-eksekusii. 
 
Kata kunci : Pemenang lelang, eksekusi ulang, dan hak tanggungan. 
 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan notaris dalam pelaksanaan tugasnya harus bisa memberikan 

kkepastian khukum. kKepastian khukum ksecara knormatif kadalah kketika ksuatu kperaturan 

kdibuat kdan kdiundangkan ksecara kpasti kkarena kmengatur ksecara kjelas kdan klogisk. kJelas 

kdalam kartian ktidak kmenimbulkan kkeraguk-kraguank (kmultik-tafsir), logis dan tidak 

kmemihak dalam artian ia kmenjadi ksuatu ksistem knorma kdengan knorma klain ksehingga 

ktidak kberbenturan katau kmenimbulkan kkonflik knormak. kAjaran kkepastian khukum kini 

kberasal kdari kajaran kYuridis k- Dogmatik kyang kdidasarkan kpada kaliran kpemikiran 

kpositivistis kdi kdunia khukum.  

Jadi Akta atau produk hukum yang dibuat oleh Notaris baik itu akta maupun 

risalah lelang sekalipun dapat menjadi dasar khukum katas kstatus kharta kbendak, khak kdan 

kkewajiban kseseorangk. kKekeliruan katas kakta kyang kdibuat kNotaris kdapat kmenyebabkan 

ktercabutnya khak kseseorang katau kterbebaninya kseseorang katas ksuatu kkewajibank, “oleh 

karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai 

ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.( Abdul Ghofur 

Anshori, 2009, hal. 6). Notaris sebagai salah satu kpejabat kumum kyang kberwenang 

kuntuk kmembuat kakta kotentik kdan kkewenangan klainnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) 

UUJN. kDalam hal kewenangan lainnya tersebut Notaris berdasarkan Pasal 7 Vendu 

Instructie (untuk selanjutnya disebut VI) dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas 

II. Lelang ksebagai ksuatu klembaga kHukumk, ksudah kada kpengaturannya kdalam kperaturan 

kperundang-undangan ksejak kjaman kPemerintahan kHindia kBelandak, kyaitu pada ksaat 

kVendu kReglement k (kuntuk kselanjutnya kdisebut kVRk) kdiumumkan kdalam kStaatsblad 

k1908 knomor k189k, kdan kperubahank-kperubahannya kyang kmasih kberlaku ksampai ksekarangk. 

kPolderman kmemberikan kpengertian klelang ksebagai kalat kuntuk kmengadakan kperjanjian 

katau persetujuan kyang kpaling menguntungkan kuntuk ksi kpenjual kdengan kcara 

kmenghimpun kpara kpeminat. “Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat 

untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual” 1. 

Lembaga lelang di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga eksekusi 

pengadilan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lembaga ini untuk 

melakukan lelang secara sukarela, yaitu lelang diluar eksekusi, sebagai salah satu cara 

penjualan barang selain penjualan yang biasa terjadi. Pada kenyataannya lelang secara 

sukarela kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal dengan mmelakukan mpenjualan 

msecara mlelang mada mbeberapa mmanfaat myang makan mdinikmati moleh mmasyarakat. Kekurang 

                                                 
1 sSoemitro, sRohmat. (1987). sPeraturan sdan sInstruksi sLelangs. sBandungs: Eresco. H. 106 
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tahuan masyarakat mmengakibatkan mapa myang mdiharapkan mpemerintah myaitu magar 

mmasyarakat mmemanfaatkan mlembaga mlelang mkurang mtercapai mdan mmengakibatkan 

mkebaikan matau mmanfaat mlelang mtidak mdapat mpula mdirasakan moleh mmasyarakatm. mLelang 

matau mpenjualan mdimuka mumum, memberikan beberapa manfaat atau kebaikan 

dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan 

harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum. Pada saat lelang dilaksanakan, 

jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab Pejabat Lelang (Vendumeester 

sebagaimana dimaksud dalam Vendureglement) myaitu morang myang mkhusus mdiberi 

mwewenang moleh mMenteri mKeuangan muntuk mmelaksanakan mpenjualan mbarang msecara 

mlelang mberdasarkan mperaturan mperundanganm-mundangan myang mberlaku. Pasal 3 ayat (1) 

dan (2) VR dimana Gubernur Jenderal menentukan orang-orang dari golongan jabatan 

mana termasuk dalam masing-masing tingkat.  

Berkenaan dengan pelaksanaan lelang ini telah diatur dalam mPeraturan mMenteri 

mKeuangan mNomor m93m/mPMKm. m06m/m2010m, msebagaimana mtelah mdiubah mdengan mPeraturan 

mMenteri mKeuangan mNomor m106/PMK.06/2013. Kedua peraturan tersebut telah 

dicabut dan diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK No. 

27/PMK.06/2016). 

mEksekusi myang mberlanjut mkepada mlelang meksekusi mmengisyaratkan madanya 

mputusan mpengadilan myang mberkekuatan mhukum mtetapm. mAkan mtetapi mterkadang mterdapat 

mjuga mputusan myang mdapat mdieksekusi secara serta mmerta (muitvoerbaar bij mvoorraad) mtanpa 

perlu mmenunggu putusan makhir dari mpengadilan di mtahap selanjutnyam. Berdasarkan 

mketentuan yang mdigariskan dalam mPasal 180 mHIR, mdiberikan kewenangan mkepada 

hakim muntuk menjatuhkan mputusan yang mberisi diktum: mmemerintahkan pelaksanaan 

mlebih dahulu mputusan, mmeskipun belum mmemperoleh kekuatan mtetap adalah mbersifat 

eksepsionalm. Penerapan mPasal 180 mHIR tersebut mtidak bersifat mgeneralisasi, mtetapi 

terbatas mberdasarkan syaratm-syarat myang sangat mkhusus. mDimana syarat myang dimaksud 

mmerupakan pembatasan mkebolehan menjatuhkan mputusan uitvoerbaar mbij voorraad2 m. 

mMasalah kemudian mdapat timbul mterhadap lelang meksekusi berdasarkan mputusan 

uitvoerbaar mbij voorraadm. Seperti mmisalnya telah mdilakukan lelang meksekusi mberdasarkan 

mputusan muitvoerbaar mbij voorraad myang mdimenangkan moleh mpihak mpenggugat mpada mtahap 

mPengadilan mNegeri makan mtetapi mkemudian mbisa msaja mtahap mbanding mpada mPengadilan 

mTinggi mberpendapat mlain mdan mbisa msaja mputusan mbanding mdiperkuat mpada mtahap mkasasi 

moleh mMahkamah mAgung mdan mdimenangkan moleh mpihak mtergugat mwalaupun mpada mtingkat 

pertama mobyek perkara mtelah dilelang meksekusi secara msah. mDimana terhadap 

mpemulihan kembali meksekusi dalam mkasus seperti mini tidak mdapat dilakukan msecara 

langsung moleh karena mbarang sengketa mtidak berada mdi bawah mkekuasaan penggugat 

                                                 
2 Harahap, M. Yahya. (2007). hHukum hAcara hPerdatah: hTentang hGugatanh, hPersidanganh, 

hPenyitaanh, hPembuktian hdan hPutusan hPengadilanh. hcet. hke-6. hJakarta: hSinar hGrafika.. h. 898 
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mlagi tetapi mdibawah kekuasaan mpemenang lelang mataupun oleh mpihak lain msebagai 

pembeli mdari pemenang mlelang dan mselanjutnya3. 

Dalam praktiknya mlelang myang mtelah mdilaksanakan msesuai mdengan mketentuan 

myang mberlaku sering digugat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingi bahkan kasusnya 

hingga berakhir di Mahkamah Agung, sebagaimana contoh kasus mPutusan mPengadilan 

mNegeri mKediri mNomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. yang berperkara dalam Putusan ini 

adalah Chandra Soegianto dan Juwita Chandra keduanya adalah suami isteri yang 

bertindak sebagai Penggugat, sedangkan para tergugatnya adalah : 

1)  PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kediri (Tergugat I);  

2)  Effendi Hidayat (Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia) Kantor Cabang Batang 

Jawa Tengah (Tergugat II);  

3)  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat III); dan  

4)  mKantor mPelayanan mKekayaan mNegara mDan mLelang m (KPKNL) Malang (Tergugat 

IV). 

mDalam putusannya pertimbangan hukum dan sebagainya dalam pokok perkara 

hakim mengadili, mPengadilan mNegeri mKediri mdalam mputusannya mmemutuskan 

mpembatalan mrisalah mlelang mnomor m1042m/m2011 mtanggal m20 mOktober m2011m. mSelain 

mpembatalan mrisalah mlelangm, mdalam mputusan mtersebut mhakim mjuga mmenyatakan mbahwa 

mpemohon mlelang m (mkreditorm) mdan KPKNL mMalang mtelah mmelakukan mperbuatan 

mmelawan mhukumm, mserta mobyek mlelang msebagaimana mtercantum mdalam mrisalah mlelang 

mtidak mmempunyai mkekuatan mhukum. Hakim juga memerintahkan kepada Tergugat III 

untuk tidak memindah-tangankan (balik nama) terhadap obyek sengketa sebelum 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Putusan tersebut artinya bahwa pelaksanaan lelang yang dimenangkan oleh 

Effendi Hidayat sebagai pembeli beritikad baik dianggap dibatalkan dan untuk 

diadakan lelang ulang. Hal ini tentu saja merugikan pembeli yang memenangkan lelang 

tersebut. 

bBerdasarkan buraian bdi batasb, bmaka bpermasalahan bdalam bkarya bilmiah bini 

bdirumuskan bsebagai bberikutb: b1b) bApa bbentuk bperlindungan bhukum bterhadap bpemenang 

blelang bsebagai bpembeli bberitikad bbaik bdalam bhal bterjadinya blelang beksekusi bulang bobyek 

bHak bTanggungan? 2) Bagaimana cara penyelesaian bila terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan? 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian bhukum 

bterhadap bbahan bhukum bprimer bdan bbahan bhukum bsekunder bdidasarkan batas pemikiran 

byang blogis  bdan  bruntut  bdengan  bmenelaah bperaturan bperundangb-bundangan byang 

bberlaku byang bada bkaitannya bdengan bpermasalahan byang bdibahasb. bPendekatan byang 

bdigunakan bdalam bpenelitian bnormatif bini badalahb: bPendekatan bperundangb-bundangan b 

                                                 
3 Harahap, M. Yahya. (1993). pPerlawanan pTerhadap pEksekusi pGrose pAkta pSerta pPutusan 

pPengadilan pdan pArbitrase pdan pStandar pHukum pEksekusip. pBandung: pCitra pAditya pBakti. H. 908 
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(statute bapproach), dan pendekatan konsep (conceptual approach)4.. Statute Approach yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan 

konsep (canceptual approach) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas konsep-

konsep hukum atau pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur 

sebagai landasan pendukung tesis, dan pendekatan kasus (case approach) yaitu suatu 

pendekatan dengan cara membahas masalah sesuai dengan bdengan bcara bmelakukan 

btelaah bterhadap bkasusb-bkasus byang bberkaitan bdengan bisu byang bdihadapib/dibahas5
b.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

bPerlindungan bHukum bTerhadap bPemenang bLelang bSebagai bPembeli 

bBeritikad bBaik bDalam bHal bTerjadinya bEkseksui bUlang Obyek Hak 

Tanggungan 

 Definisi lelang bmenurut bPeraturan bMenteri bKeuangan bNob. b27b/bPMKb.  

b06b/b2016 btentang bPetunjuk bPelaksanaan bLelang badalah bpenjualan bbarang byang bterbuka 

buntuk bumum bdengan bpenawaran bharga secara tertulis bdan/batau lisan byang semakin 

bmeningkat atau bmenurun untuk bmencapai harga btertinggi yang bdidahului dengan 

bpengumuman lelangb. bDari pengertian lelang btersebut bdi atas Irwanyah Lubis, Anhar 

Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis6  mengemukakan hal-hal yang penting adalah: 

a. bLelang badalah bbentuk bpenjualan. 

b. bCara penawaran harganya bkhusus, byaitu bdengan bcara bpenawaran bharga bnaikb-bnaikb, 

bturunb-bturunb, bdan batau bsecara btertulis btanpa bmemberi bprioritas bpada bpihak 

bmanapun buntuk bmembeli. 

c. bBahwa bpihak bpembeli byang bakan bmengadakanb/bmelakukan bperjanjian btidak bdapat 

bditunjuk bsebelumnya. 

d. bMemenuhi bunsur bpublisitas byaitu bada busaha bmengumpulkan bpara 

bpeminatb/bpeserta blelangb. bKarena bitu blelang badalah bpenjualan byang btransparan. 

e. bLelang bharus bdipimpin boleh bpejabat blelang byang bdiangkat boleh bMenteri 

bKeuangan. 

 Penjualan barang secara lelang sangat diperlukan karena suatu system 

pbpenjualan yang pbselain harus pbmenguntungkan ppihak pbpenjualp, pbjuga pharus pbmemenuhi 

prasa pbkeadilan pdebitor ppbeksekusip, pkeamananp, pbkecepatanp, pbdan pdiharapkan pbdapat 

pmewujudkan pbharga pwajar pbserta pmenjamin pbadanya pkepastian pbhukum (bpara pihakb: 

penjualb, pembelib, debitor beksekusi, bpejabat lelangb). Menurut bIrwanyah Lubisb, Anhar 

bSyahnel, bdan Muhammad bZuhdi Lubis7 b, Lelang bharus bmemenuhi bpersyaratanb-

bpersyaratan bsebagai berikut: 

                                                 
4 Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Bayumedia Publishing, cet III, 

Malang, 2005. H. 300 
5 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010. H 94 
6 Lubis, Irwanyah, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis. (2018). Profesi Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media.. H 214 
7 Ibid, h 216 
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1. bAdilb, bkarena bpenjualannya bsecara bterbukab, bobyektifb, bkompetitifb, bdan bdapat 

bdikontrol blangsung boleh bmasyarakat b (built in control). 

2. bAmanb, bkarena blelang bdisaksikanb, bdipimpinb, bdan bdilaksanakan boleh bpejabat blelang 

byang badalah bpejabat bumum byang bdiangkat boleh bpemerintah. 

3. bCepatb, bkarena badanya bpengumuman bllang bsehingga bpeminatb/bpeserta bdapat 

bterkumpul bpada bsaat bhari blelang bdank barena bsifat bpembayarannya bsecara btunai. 

4. bDiharapkan bmewujudkan bharga byang bwajar bkarena bdituangkan bsystem bpenawaran 

byang bkompetitif bdan btransparan. 

5. bKepastian bhukumb, bkarena batas bpelakanaan blelang bdibuat bberita bacara byang bdisebut 

bRisalah bLelang byang bmerupakan bakta botentik. 

Setiap pelaksanaan lblelang bharus lbdilakukan lboleh lbdanbl/lbatau lbdihadapan lbPejabat 

lbLelang lbkecuali lbditentukan lblain lboleh lbundangbl-lbundang lbatau lbperaturan lpemerintah 

lsebagaimana lketentuan lbPasal lb2 lbPeraturan lbMenteri lbKeuangan lbNomorb: b27b/lbPMKb. 

b06b/b2016b. bPasal b3 bayat b (b1b), b (b2b), b (b3b) bdan bayat b (b4b) bPeraturan lbMenteri lbKeuangan 

lbNomorb: b27b/bPMK.06/2016 bmenentukan: Lelang tetap dilakasanakan walaupun 

diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Setiap pelakanaan lelang wajib dibuat Risalah 

Lelang. Dalam hal tidak ada peserta lelang, maka lelang tetap dilaksanakan dan 

dibuatkan Risalah Lelang. Lelang yang telah dilakanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. 

bEksekusi bHak bTanggungan bterjadi bbila bdebitor bcidera bjanjib, bmaka bobyek bHak 

bTanggungan bdijual bmelalui blelang bumum bberdasarkan bHak bPemegang bHak 

bTanggungan bPertama buntuk bmenjual bobyek bHak bTanggungan bsebagaimana bdimaksud 

bPasal b6 bUndangb-bUndang bHak bTanggungan batau bTitel bEksekutorial byang bterdapat bdalam 

bSertifikat bHak bTanggungan bsebagaimana bdimaksud bPasal b14 bayat b (b2b) bUndangb-

bUndang bHak bTanggungan b (Fiat Eksekusi). 

bSecara bteoritisb, bpembeli bdari bpemenang blelang byang bberitikad bbaik bakan 

bdilindungi boleh bhukum bberdasarkan bkedudukan bberkuasanya byang bberitikad bbaik 

btersebut bberdasarkan bpasalb-bpasal bdalam bKUH bPerdatab. bAkan btetapi bterkait bdengan 

bpembeli dari bpemenang blelang bobyek bHak Tanggunganb, apalagi bterhadap adanya 

bsengketa kepemilikan byang dimulai bdari putusan buitvoerbaar bij bvoorraad yang bmengawali 

terlaksananya bpenjualan lelang beksekusi, bterdapat bentuk bperlindungan lainnyab.  

bBertitik btolak bdari bketentuan bPasal b195 bayat b (b6b) bHIR b (bPasal b258 bayat b (b6b) bRb. 

bBgb, bPasal b378 bRvb), bdimungkinkan bpihak bbketiga batau bpihak blawan bmengajukan bDerden 

bVerzet b (bperlawananb) bterhadap beksekusi bputusan byang bberkekuatan bhukum btetap8. 

Terhadap bpenyitaan byang bdilakukan bberdasarkan bputusan bhakimb, bpihak bketiga bdapat 

bmelakukan bperlawanan bterhadap bpenyitaan bitu bapabila bternyata bbarang byang bdisita bitu 

badalah bmiliknya bdan bia bdapat bmembuktikan bhak bmiliknya btersebut9. bPerlawanan 

bdiajukan bkepada bKetua bPengadilan bNegeri byang bdalam bwilayah bhukumnya bterjadi 

bpenyitaan bitub, bbaik bsecara blisan bmaupun bsecara btulisanb. bPerlawanan btersebut bakan 

                                                 
8 Ibid h 323 
9 mMuhammad, mAbdulkadir. (1990). mHukum mAcara mPerdata mIndonesiam, cet. ke-IV. 

mBandung : mCitra mAditya mBakti. H 229 
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bdiperiksa bterlebih bdahulu boleh bPengadilan bNegeri byang bbersangkutan buntuk 

bdiputuskanb, bsetelah bmendengar bkedua bbelah bpihak byang bberperkara bitub. bPerlawanan 

bsebagaimana byang bdimaksud btidaklah bmenghalangi ddilakukannya dpelelangan datas 

dbarang dsitaan ditud, dkecuali djika dketua dPengadilan dNegeri dyang dbersangkutan 

dmemerintahkan dsupaya dmenangguhkan dpelelangan ditu dsampai ddijatuhkannya dputusan 

dtentang dperlawanan dyang dbersangkutand, dsebagaimana ddalam dPasal d196 dayat d (d6d), dPasal 

d207d, dPasal d208 dHIR ddan dPasal d206 dayat d (d6d) , dPasal 226, Pasal 227, Pasald 228 R.Bg.  

bBantahan bmengenai bpokok bperkara byang btelah bdiputuskan bdalam bputusan 

bhakim btidak bdapat bdigunakan buntuk bmelawan bsita beksekutorial 10. bHIR bkiranya btidak 

bmengatur bmengenai bperlawanan bpihak bketiga bterhadap bsita bconservatoir bdan bsita 

brevindicatoirb, bdimana bperlawanan bterhadap beksekusi riil bjuga btidak bdiaturb, bsekalipun 

bbegitu bperlawanan bsedemikian btersebut bdalam bprakteknya btetap bdapat bdiajukan 11 b. 

Dalam praktek menurut yurisprundensi Mahkamah Agung tanggal 31 November 

1962 No. 306 K/Sip/1962 dalam perkara CV. Sallas dkk. melawan PT. Indonesian 

Far Eastern Pasific Line, dinyatakan bahwa meskipun mengenai perlawanan terhadap 

sita conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut byurisprundensi 

bperlawanan byang bdiajukan boleh bpihak bketiga bselaku bpemilik bbarang byang disita bdapat 

bditerimab, bjuga bdalam bhal bsita bconservatoirb, bwalaupun bbelum bdisahkan b (bvan bwaarde 

bverklaard) 12.  

kKetentuan kPasal k380 kRv kmemberikan kkewenangan kkepada kpengadilan kuntuk 

kmenunda keksekusi kapabila kdiajukan kperlawanank. kAkan ktetapi kperlu kdiingat kbahwa 

kperlawanan ktidak kboleh kbersifat kgeneralisasi kmenunda keksekusik. kDaya ktundanya khanya 

kbersifat keksepsionalk. kPatokan kdaya ktunda keksepsional ktersebut kdapat kdikemukakan 

koleh kYahya kHarahap ksebagai kberikut:  

1) kBarang kyang khendak kdieksekusi kmerupakan kmilik kpelawan;  

2) kBarang kyang khendak kdieksekusi ktelah kdiagunkan kkepada kpelawan 

kTerhadap kobyek kbarang ksengketa kyang ktelah kberpindah ktangan kkepada kpihak 

kketiga k (kpembeli kdari kpemenang klelangk), kberdasarkan kalas khak kyang ksah kmelalui 

keksekusi kputusan kuitvoerbaar kbij kvoorraadk, kapabila ktergugat kmenghendaki kagar kobyek 

ktersebut kdipulihkan kkepadanya kdalam kbentuk kfisik katau kin knaturak, ktergugat kharus 

kmenempuh kproses kgugatan kperdata kke kpengadilan13. kAdapun kproses kpemulihan kyang 

kdemikian kterhadap kpihak kketiga ksebagai kpemenang klelangk, kdikatakan kdalam ksalah ksatu 

kputusan kMahkamah kAgung kNok. k323Kk/kSipk/k1968 kyang kpada kpokoknya kmengatakan 

kbahwa kpemulihan kkembali kterhadap kbarang kyang kdikuasai kpihak kketiga kharus 

kdinyatakan ktidak kdapat kdijalankan katau non-executable, kdan keksekusinya kharus klebih 

                                                 
10 kMertokusumok, kSudikno. (1998). kHukum kAcara kPerdata kIndonesiak. ed. ke-VI. 

kYogyakarta: kLiberty. H 250  
11 sSupomo. (1985). sHukum sAcara sPerdata sPengadilan sNegeris. sJakartas: sFasco.. h 195 
12 aMahkamah aAgung aRI. (a2008) aPedoman aTeknis aAdministrasi adan aTeknis aPeradilan 

aPerdata aUmum adan aPerdata aKhusus, aBuku II, ed. 2007. aJakarta: aMahkamah aAgung aRI. h 103 
13 Harahap, M. Yahya. (2007). hHukum hAcara hPerdatah: hTentang hGugatanh, hPersidanganh, 

hPenyitaanh, hPembuktian hdan hPutusan hPengadilanh. hcet. hke-6. hJakarta: hSinar hGrafika. 
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kdahulu kmelalui kgugatan kbiasa 14. Obyek lelang yang kdimiliki kpemenang klelang kyang 

kterjadi kberdasarkan klelang keksekusi kputusan ktidak kbisa klangsung kdieksekusi kbegitu ksaja 

kberdasarkan kputusan kyang kdimenangkan koleh kpihak kyang kmenjatuhkan ksita 

keksekutorial kterhadap kobyek ktersebutk. kEksekusi kobyek ksengketa kyang kdikuasai 

kpemenang klelang khanya bisa kdilakukan kmelalui kgugatan kperdata kterlebih kdahuluk. 

kDimana kdengan kadanya kproses kpersidangan ktersebut kdiberi kkesempatan kbagi 

kpemenang klelang kuntuk kmelindungi kkedudukan kberkuasanya ktersebut katas kdasar 

kpembeli kberitikad kbaik. 

Jadi terhadap ppemenang plelang psebagai ppembeli pberitikad pbaik pdalam phal 

pterjadinya peksekusi pulang pobyek pperkarap, pupaya pperlindungan phukum pyang pdapat 

pdilakukan padalah pmelalui lkewajiban ldiajukannya lproses lgugatan lterlebih ldahulul, 

ldimana lterhadap lobyek lyang ltelah ldimiliki loleh lpemenang llelang ltidak ldapat llangsung 

ldieksekusi lbegitu lsaja loleh lpemenang lputusan ltetapi lharus lmelalui lproses lgugatan 

lterlebih ldahulu lsebagai lsarana lbagi lpemenang llelang lyang lmerupakan lpembeli 

lberitikad lbaik luntuk lmelindungi lhak-haknya. lUpaya lperlindungan lhukum llainnya 

ladalah ldengan lmengajukan lperlawanan lterhadap lpenetapan leksekusi l, ldimana 

lpemenang llelang lsebagai lpembeli lberitikad lbaik ldapat lmengajukan lperlawanan 

lterhadap lpenetapan leksekusi ldengan ldasar lkepemilikannya lsebagai lpemenang llelang. 

Selain perlawanan sebagai bentuk perlindungan hukum sebagaimana di atas, 

lterdapat ljuga lbentuk lperlindungan llainnya lyaitu lmelalui lpermohonan lperlindungan 

lhukuml. lTerdapat lberbagai lkasus lmenarik lyang ldapat ldijadikan lcontoh lupaya 

lperlindungan lhukum lmelalui lpermohonan lperlindungan lhukum lseperti lmisalnya 

lkasus ldari lputusan lMahkamah lAgung lNo. l556/PK/Pdt/2012. Dimana dalam 

kronologis kasus tersebut terjadi re-eksekusi (eksekusi ulang) yang lmerugikan lpihak 

lketiga lsebagai lpembeli lberitikad lbaik.  

Kasus Putusan MA di atas mirip-mirip dengan contoh kasus yang menjadi 

sumber pembahasan dalam Karya Ilmiah ini yang diambil dari lPutusan lPengadilan 

Negeri Kediri Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. yang pokok permasalahannya 

sebagaimana telah diuraikan di atas.  

pPermohonan pperlindungan hukum pmerupakan bentuk pperlindungan hukum 

pkepada pembeli pberitikad baik pyang memerlukan pperhatian lebih pterhadap suatu 

pputusan rep-eksekusip. Jika pdianalisis, psesuai dengan papa yang pditentukan dalam pPasal 195 

payat (p1) pHIR atau pPasal 206 payat (p1p) pRBgp, pmenjalankan peksekusi terhadap pputusan 

ppengadilan pmutlak phanya pdiberikan pkepada pinstansi pperadilan ptingkat ppertamap, pyakni 

pPengadilan pNegeri. pPengadilan pTinggi patau pMahkamah pAgung ptidak pmempunyai 

pwewenang pmenjalankan peksekusip. pTidak pmenjadi psoal papakah pputusan pyang phendak 

pdieksekusi pitu merupakan phasil putusan pPengadilan Tinggi patau Mahkamah pAgung, 

peksekusinya tetap pberada dibawah pkewenangan Pengadilan pNegeri yang pmemutus 

                                                 
14 Harahap, M. Yahya. (1993). pPerlawanan pTerhadap pEksekusi pGrose pAkta pSerta pPutusan 

pPengadilan pdan pArbitrase pdan pStandar pHukum pEksekusip. pBandung: pCitra pAditya pBakti. 
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perkara ppada tingkat ppertama15. Eksekusi psecara nyata pdilakukan oleh pPanitera atau 

pJuru Sita pberdasarkan perintah pKetua Pengadilan pNegeri yang pbersangkutan, pyang 

dituangkan pdalam bentuk psurat ppenetapanp. pPerintah eksekusi menurut pPasal p197 ayat 

(1) pHIR pharus pdengan psurat ppenetapanp, ptidak pdiperkenankan psecara plisan pdan pini 

pmerupakan psyarat pimperatifp. pHal pini pmenyebabkan pmenjalankan peksekusi pterhadap 

pputusan ppengadilan pmutlak hanya diberikan ppada Pengadilan Tingkat pPertamap, pyaitu 

pPengadilan pNegeri 16.  

sSelain itu, sdalam sPedoman sPelaksanaan sTugas ssdan sAdministrasi sPengadilan 

sdikatakan sbahwa skewenangan sMahkamah sAgung sdalam srangka spengawasan sjalannya 

speradilan sdibawahnya shanyalah ssebatas spengangguhan satau smeneruskan seksekusi 17. 

Akan stetapi sperlu sdiingat sjuga sPasal s32 sayat (1) sUndang-Undang sNomor 3 Tahun 

s2009 sPerubahan sKedua stentang sMahkamah sAgungs, sdikatakan sbahwas: s “sMahkamah 

sAgung smelakukan spengawasan stertinggi sterhadap spenyelenggaraan speradilan sdi 

ssemua slingkungan speradilan sdalam smenjalankan skekuasaan skehakiman”.  

dDimana dpengawasan dadalah dsegala dusaha datau dkegiatan duntuk dmengetahui ddan 

dmenilai dkenyataan dyang dsebenarnya dmengenai dpelaksanaan dtugas datau dkegiatand, 

dapakah dsesuai ddengan dyang dsemestinya datau dtidakd. dTujuan dpengawasan dadalah duntuk 

dmengetahui ddan dmenilai dkenyataan dyang dsebenard-dbenarnya dtentang dobyek dyang 

ddiawasi dapakah dsesuai ddengan dyang dsemestinya datau dtidak d (Sujatmo, 1996, hal. 63). 

dPerlu ddiingat dbahwa dpengawasan dterhadap dperbuatan daparat dpemerintahan doleh 

dlembaga dkehakimand, dselalu dakan dberbentuk dpengawasan dyang dbersifat drepresifd. 

dMaksudnya dpengawasan dtersebut ddilakukan dsetelah dada dperbuatan dkonkrit ddari daparat 

dpemerintah dyang ddianggap dmerugikan dpihak dlawan dberbuat (Muchsan, 2007, hal. 36).  

dKaitannya ddengan kasus dyang dsedang ddibahas ddalam dKarya dIlmiah dini dyaitu 

dPutusan dnomor d61/Pdt.G/2012/PN.Kdr tentang dpembatalan dlelang deksekusi dhak 

dtanggungand, dsebagaimana dgugat dpara dpenggugat ddan djawaban dpara dtergugat ddalam 

dpokok dperkara dsebagaimana ddiuraikan ddi datasd, ddapat dditegaskan dbahwa dputusan 

dtersebut dmerugikan dpihak dpemenang dlelang ddan dseharusnya dmendapatkan 

dperlindungan.  

pPutusan pPengadilan pNegeri pNomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. tersebut di 

atas, kronologisnya dapat disingkat sebagai berikut: Kasus ini bermula dari adanya 

gugatan debitor suami isteri yaitu Chandra Soegianto dan Juwita Chandra kepada:  

1) Kreditornya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kediri 

(Tergugat I), 2) Effendi Hidayat (Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia) Kantor 

Cabang Batang Jawa Tengah (Tergugat II) (sebagai Pemenang lelang); 3) Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (pTergugat III); dan 4) pKantor pPelayanan 

                                                 
15 Harahap, M. Yahya. (2007). hHukum hAcara hPerdatah: hTentang hGugatanh, hPersidanganh, 

hPenyitaanh, hPembuktian hdan hPutusan hPengadilanh. hcet. hke-6. hJakarta: hSinar hGrafika. 
16 Taluke, Asdian. (Oktober 2013). eEksekusi eTerhadap ePerkara ePerdata eyang eTelah eMempunyai 

eKekuatan eHukum eTetap e (eIngkraahe) eAtas ePerintah eHakim eDibawah ePimpinan eKetua ePengadilan 
eNegeri, “Lex Privatum”. Vol. I, No. 4. H 34-35 

17 aMahkamah aAgung aRI. (a2008) aPedoman aTeknis aAdministrasi adan aTeknis aPeradilan 
aPerdata aUmum adan aPerdata aKhusus, aBuku II, ed. 2007. aJakarta: aMahkamah aAgung aRI.. h 151 
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pKekayaan pNegara pDan pLelang p (pKPKNLp) pMalang (Tergugat IV), atas plelang peksekusi 

phak ptanggungan pyang ptelah pdilaksanakan ppada ptanggal p20 pOktober p2011. Chandra 

Soegianto sebagai debitor PT. Bank Rakyat Indonesia pKantor pCabang pKediri pyang 

pmenjaminkan pasetnya pberupa ptanah pHak pMilik pNomor p1290 patas pnama pJully Channni 

dengan luas 2695 m2 yang terletak di Kabupaten Kediri. Kasus ini dimenangkan oleh 

Chandra Soegianto pselaku ppenggugat yang juga selaku debitor. Pengadilan Negeri 

Kediri dalam putusannya pmemutuskan ppembatalan prisalah plelang pnomor p1042/2011 

ptanggal p20 pOktober p2011p. pSelain ppembatalan prisalah plelangp, pdalam pputusan ptersebut 

phakim pjuga pmenyatakan pbahwa pemohon plelang (pkreditor) pdan KPKNL pMalang telah 

pmelakukan perbuatan pmelawan hukump, serta pobyek lelang psebagaimana tercantum 

pdalam risalah plelang tidak pmempunyai kekuatan phukum. p 

pDasar yuridis ppertimbangan hakim pdalam putusan ptersebut adalah psebagai 

pberikut :  

a.  pBahwa pKantor pPelayanan pKekayaan pNegara pDan pLelang p (pKPKNLp) pMalang ptidak 

pmemenuhi pstandar paturan pyang pada pdan pcenderung pmenabrak pnilaip-pnilai petika 

pproses ppelelangan;  

b.  pBahwa ppemenang plelang pmerupakan pPimpinan pdari pPTp. pBank pRakyat pIndonesia 

pKantor pCabang pKediri pselaku pkreditorp, poleh pkarenanya pakan pdipertimbangkan poleh 

pMajelis pHakim papakah pboleh ppemenang plelang p (ptergugat pIIp) pmenjadi ppemenang 

plelang pterhadap pobyek pjaminan pHak pTanggungan pyang pdiberikan poleh pdebitor 

psebagai ppemilik ptanah;  

c.  hHarga hlimit hobyek hlelang hHak hTanggungan hyang hditentukan holeh hpemohon hterlalu 

hrendahh, hsehingga htidak hsesuai hdengan hharga hobyek hdi hpasaranh;  

d. hBahwa hhkreditor htelah hmelanggar hasash-hasas hdalam hlelang hyakni hasas hkeadilanh;  

e.  hBahwa hkreditor htelah hmelanggar hprosedur hlelang hsebagaimana hketentuan hdalam 

hPasal h36 hayat h (h5h) hPeraturan hMenteri hKeuangan hNomor h93h/hPMKh.06/2010 saat 

itu hsebagaimana htelah hdiubah hdengan hPeraturan hMenteri hKeuangan hNomor 

h27/PMK.06/2016;  

f.  hBahwa tergugat I, htergugat II, dan htergugat IV htelah hmemenuhi hsalah h1 (satu) hunsur 

hperbuatan hmelawan hhukumh, hdimana hunsur hperbuatan hmelawan hhukum hberlaku 

hsecara halternatifh. hAdapun hyang htermasuk unsur hperbuatan melawan hhukum yaitu 

hbertentangan dengan hkewajiban hukum hsi pelakuh, melanggar hhak subjektif horang 

hlain, hmelanggar kaidah htata susilah, dan hbertentangan dengan hasas kepatutanh, 

ketelitian, hserta sikap hhati-hati. 

 pPelaksanaan plelang peksekusi pHak pTanggungan pmerupakan ppenerapan pPasal p6 

pUndangp-pUndang pNomor p4 pTahun p1996, pdimana apabila pdebitor cidera pjanji, pkreditor 

memiliki phak untuk pmenjual obyek pHak Tanggungan patas kekuasaan psendiri melalui 

ppelelangan umump. ppMelalui cara pini diharapkan pdapat diperoleh pharga pyang ppaling 

ptinggi puntuk pobyek pHak pTanggungan18.. pPelaksanaan plelang peksekusi pHak 

pTanggungan pdilaksanakan poleh pKantor pPelayanan pKekayaan pNegara pdan pLelang 

                                                 
18 Sutedi, Adrian. Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika, 2010. H. 128 
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p(pKPKNL) psebagai pinstansi pyang pmemiliki pkewenangan puntuk pitup. pPelaksanaan plelang 

pyang pdilakukan poleh KpPKNL ptentu pberdasarkan pketentuan pperundangp-pundangan 

pyang pberlakup. pSehingga pdasar ppertimbangan phakim pyang pmenyatakan pbahwa plelang 

pyang pdilaksanakan tidak pmemenuhi pstandar paturan pyang pada pdan pcenderung pmenabrak 

pnilai-nilai petika pproses ppelelangan padalah ptidak psesuai pdengan phukum ppositif pyang ada. 

pPelaksanaan plelang poleh pKPKNL pMalang ptelah ppsesuai pprosedur pdalam pVendu 

ppReglementp, pserta pperaturan pteknis ppelaksanaan plelangp. pHal pini pdapat pdilihat pdari adanya 

ppelaksanaan lelang pitu sendirip. KPKNL pakan melaksanakan plelang apabila ppemohon 

lelangp/penjual ptelah melengkapi pdokumen-pdokumen persyaratan plelang sesuai pdengan 

apa pyang telah pditentukan dalam pperundang-pundangan yang pberlaku. pKetentuan Pasal 

p13 PMK p27/PMKp.06/2016 menyatakan pbahwa : “pKepala pKPKNL atau pPejabat 

pLelang pKelas pII ptidak boleh pmenolak ppermohonan plelang pyang pdiajukan pkepadanya 

psepanjang pdokumen ppersyaratan plelang psudah plengkap pdan ptelah pmemenuhi pLegalitas 

pFormal pSubjek pdan pObyek pLelangp..” pApabila pterdapat pkekurangan pdalam pdokumenp-

pdokumen psyarat lelang, maka KPKNL tidak pakan pmelaksanakan plelang ptersebutp. 

pPelaksanaan plelang psudah psesuai pdengan pperaturan pperundang-undangan pyang pada. 

 pDalam pputusan ptersebut phakim pjuga pberpendapat pbahwa ppemenang plelang 

pmerupakan pPimpinan pdari PT. Bankp Rakyatp Indonesiap Tbk. pKantor pCabang pKediri 

pselaku pkreditor, psehingga ppatut pdipertimbangkan papakah pia pboleh pmenjadi ppemenang 

plelang peksekusi pHak pTanggunganp. pPemenang plelang p (tergugat II) pdalam phal ini 

pbertindak patas pnama pdiri psendirip, pbukan pbertindak pdalam pkapasitasnya psebagai 

pPimpinan pdari pPT. pBank Rakyat pIndonesia, Tbk. pKantor Cabang Kediri selaku 

kreditor. pSehingga pia pberhak puntuk pmengikuti plelang peksekusi pHak pTanggungan pserta 

pmenjadi ppemenang plelang psepanjang plelang pdilaksanakan psesuai pdengan pketentuan 

pperaturan pperundang-undangan pyang pberlaku. Lagi pula dalam pPasal 1 angka 22 PMK 

No. 27/PMK.06/2016 disebutkan: “pPembeli padalah porang patau pbadan phukum patau 

pbadan pusaha pyang pmengajukan ppenawaran ptertinggi pdan pdisahkan psebagai ppemenang 

plelang poleh pPejabat pLelang”. 

sSehingga sberdasarkan sketentuan stersebuts, sdalam shal sTergugat sII sbertindak 

ssebagai sPimpinan sdari PT. Bank Rakyat Indonsia Kantor Cabang Kediri selaku 

kreditor dan mengikuti lelang eksekusi Hak Tanggungan yang kemudian menjadi 

pemenang lelang, hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang sah sepanjang sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sepanjang lelang yang dilaksanakan 

tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, pemenang lelang yang 

merupakan Pimpinan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri selaku 

kreditor berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemenang lelang atas 

penguasaan obyek lelang. Namun apabila terdapat kecurangan dan/atau itikad tidak 

baik oleh pemenang lelang (bertindak sebagai Pimpinan dari PT. Bank Rakyat 

Indonsia Kantor Cabang Kediri selaku kreditor) dalam proses lelang yang 

dilaksanakan terkait dengan penentuan nilai limit obyek, ataupun hal-hal lain yang 

merugikan debitor, maka pemenang lelang yang seperti itu tidak layak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum. 
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sKemudian shakim smenyatakan sbahwa skreditor stelah smelanggar sasass-sasas 

dalam lelang syakni asas skeadilan. Asas skeadilan yaitu dalam sproses pelaksanaan slelang 

harus sdapat memenuhi srasa keadilan ssecara proporsional sbagi setiap spihak yang 

sberkepentingan. sPelaksanaan lelang seksekusi hak stanggungan berdasarkan sPasal 6 

sUndang-sUndang Nomor 4 sTahun 1996 smerupakan suatu sproses penyelesaian skredit 

bermasalah sdengan jaminan shak tanggungan syang dapat smemenuhi asas skeadilan. 

sMengapa demikians, karena slelang sakan smemecahkan spermasalahan sutang spiutang 

santara sdebitor sdan skreditor. sHasil dari sproses lelang sdapat melunasi skewajiban 

debitors, dan skreditor memperoleh spelunasan sutangs. sBaik sdebitor smaupun skreditor 

smemperoleh spemecahan smasalah syang sadil sdengan sadanya slelang seksekusi shak 

stanggungan. 

 hHakim hdalam hdasar hpertimbangan hselanjutnya hmenyatakan hbahwa htergugat hIh, 

htergugat hIIh, hdan htergugat IV telah memenuhi hsalah 1 (satu) hunsur hperbuatan hmelawan 

hhukum h (PMH). hDalam hputusan htersebuth, hHakim hberpendapat hbahwa hunsur 

hperbuatan hmelawan hhukum hberlaku hsecara halternatifh, hsehingga hapabila hsalah hsatu 

hunsur hPMH hterpenuhi hmaka hseseorang dapat hdinyatakan htelah hmelakukan hperbuatan 

hmelawan hhukumh. hPertimbangan hini htidak hsesuai hdengan hkaidah hhukum hyang hada. 

hRumusan hunsur hperbuatan hmelawan hhukum hdalam hPasal h1365 hBulgerlijk hWetboek 

adalah hberlaku hsecara hkumulatifh. hAdapun hunsurh-hunsur hperbuatan hmelawan hhukum 

hberdasarkan Pasal 1365 Bulgerlijk Wetboek hadalah hadanya hperbuatanh, hkerugianh, 

hkesalahanh, hdan hhubungan hkausal hantara hperbuatan hdengan hkerugianh. hSehingga 

seseorang hatau badan hukumh/badan husaha dapat hdinyatakan melakukan perbuatan 

hmelawan hukum apabila htelah memenuhi hkeempat unsur hperbuatan melawan hhukum 

dalam hPasal 1365 hBulgerlijk Wetboekh. 

hKreditor pemegang hHak Tanggungan hmemiliki hak hpreferen, hyaitu kedudukan 

hyang diutamakan hpelunasannya dari hhasil penjualan hobyek yang htelah dibebani hHak 

hTanggunganh. hKreditor hpemegang hHak hTanggungan hjuga hmempunyai hhak huntuk 

hmenjual obyek Hak Tanggungan h hatas hkekuasaan hsendiri hmelalui hpelelangan humum 

htanpa hfiat hpengadilan. hAdanya hpembatalan hlelang heksekusi hHak hTanggungan holeh 

hputusan hpengadilanh, hmengakibatkan hpemenuhan hhak hpreferen hyang hdiberikan holeh 

hundangh-hundang hkepada hkreditor hpemegang Hhak Tanggunghan hmelalui hlelang heksekusi 

hmenjadi htidak hmemiliki hkepastian hhukumh. hDalam Pasal h20 ayat (1) hUndang-Undang 

hHak hTanggungan hmenyatakan hsecara htegas hbahwa : 

(1) hApabila hdebitor hcidera hjanji, maka hberdasarkan :  

a) hhak hpemegang hhak htanggungan hpertama huntuk hmenjual hobyek hhak htanggungan 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h6, atau  

b) htitel heksekutorial hyang hterdapat hdalam hsertifikat hhak htanggungan hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hPasal h14 ayat h (2), hobyek hhak htanggungan hdijual hmelalui 

hpelelangan humum hmenurut htata hcara hyang hditentukan hdalam hperaturan hperundangh-

hundangan huntuk hpelunasan hpiutang hpemegang hhak htanggungan hdengan hhak 

hmendahului hdari hpada hkreditorh-kreditor hlainnya. 
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hHak hpreferen hyang hdiberikan holeh hundangh-hundang hkepada hkreditor hpemegang hHak 

hTanggungan hseolah hmenjadi hhal hyang hsiah-hsia hapabila hpenjualan hobyek hHak 

hTanggunganh melalui hlelang hpada hakhirnya hdibatalkan hberdasarkan hputusan 

hpengadilan. 

 bBerdasarkan buraian bdi batas bbila bdikaitkan bdengan bteori bperlindungan bhokum 

byang bdipakai bdalam bpenelitian bini bbahwa bmasyarakat bharus bdiayomi bdan bdilindungi 

bdari bhak basasinyab, bmaka bdari bitu bbentuk batau bupaya bpelindungan bhukum blainnya byang 

bsemestinya bditempuh boleh bpembeli bpemenang blelang batas blelang beksekusi bHak 

bTanggungan badalah bpembeli bpemenang blelang beksekusi btersebut bmengajukan 

bpermohonan bperlindungan bhukum. 

 

cCara cPenyelesaian cHambatan cPasca cPelaksanaan cLelang cEksekusi cHak 

cTanggungan  

 cPengikatan cJaminan cdengan cHak cTanggungan cdilakukan capabila cseorang 

cnasabah catau cdebitor cyang cmendapatkan ckredit cdari cbank, cmenjadikan cbarang ctidak 

cbergerak cyang cberupa ctanah c (chak catas ctanahc) cberikut catau ctidak cberikut cbendac-cbenda 

cyang ctidak cberkaitan cdengan tanah ctersebut c (cmisalnya cbangunanc, tanamanc, cpatung, 

dan sebagainya) csebagai cjaminan ctanpa cdebitornya cmenyerahkan cbaang cjaminan 

tersebut ccsecara cfisik ckepada ckreditor c (cbank). cArtinya cbarang cjaminan ctersebut csecara 

cfisik ctetap cdikuasai coleh corang cyang cbersangkutan cdan ckepemilikannya ctetap cberada 

cpada cpemilik csemula, ctetapi karena dijadikan cjaminan utang cdengan diadakannya 

cperjanjian Hak cTanggungan, csehingga kewenangan cpemberi Hak cTanggungan untuk 

cmelaksanakan perbuatan chukum dengan cpihak ketiga atau cperbuatannya lain cyang 

cmengakibatkan cturunnya cnilai jaminan citu cdibatasi cdengan cHak cTanggungan cyang 

cdimiliki coleh cbank csebagai cpemegang cHak cTanggungan ctersebut. cDengan demikian, 

chak kepemilikan atas tanah ctersebut tetap berada cpada pemilik csemula atau cpemeri Hak 

cTanggungan, csedangkan bank chanya mempunyai cHak Tanggungan csaja yang 

cmemberikan hak cuntuk mendapatkan cpelunasan catas cpiutangnya cterlebih cdahulu cdari 

ckreditor clainnyac. cPelaksanaan cpengikatan cjaminan cini cmerupakan cbuntut cdari csuatu 

cperjanjian cpokok, cyaitu perjanjian ckreditc, coleh ckarena citu cpelaksanaan cpengikatan 

cjaminan ctersebut cbaru cdapat cdilakukan csetelah cperjanjian ckredit cdiselesaikan19
c. (. 

cRisalah cLelang cadalah cberita cacara cpelaksanaan clelang cyang cdibuat coleh 

cpejabat clelang cyang cmempunyai ckekuatan cpembuktian csempurna cbagi cpara cpihakc. cHal 

cini cdikuatkan coleh cyurisprudensi cMahkamah cAgung cI Nomor 47K/cTUN/1997 

tanggal c26 cJanuari c1998, cbahwa cRisalah cLelang cbukan cmerupakan cKeputusan 

cBadanc/cPejabat cTata cUsaha cNegarac, ctetapi cmerupakan cBerita cAcara chasil cpenjualan 

cbarang ctereksekusic, csebab ctidak cada cunsur c “cbeslissing” cmaupun pernyataan kehendak 

cdari pejabat cKantor Lelangc. Risalah cLelang berisi cjual beli cyang didasari ckesepakatan 

dua cpihak. cPejabat Lelang csebagai pejabat cumum hanya cmenyatakan menyaksikan cdan 

                                                 
19 Chalik, H.A. dan Marhainis Abdul Hay. (1983). Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan. 

Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran. H 69 
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mengesahkanc, Risalah cLelang sebagai csuatu akta cotentik, cdibuat oleh cpejabat lelang 

csebagai cpejabat cumum. 

cYurisprudensi cMA cNomor: 245 cK/TUN/1999 tanggal c30 cAgustus c2001 cyang 

cmenyatakan clelang catau cRisalah cLelang cbukan cobyek csengketa cTata cUsaha cNegarac. 

cRisalah cLelang cadalah cmerupakan ctindak clanjut cpelaksanaan cdari csuatu cPutusan cBadan 

cPeralihan c (cPenetapan cKetua cPengadilan cNegeri cJawa cBaratc) csebagaimana ctercantum 

cdalam cPasal c2 cUndang-Undang cNomor 5 cTahun 1986 cyang merupakan cpengecualian 

untuk ctidak diadili cdi Peradilan cTata cUsaha cNegarac. cDan capabila cternyata cdalam 

cpelaksanaan lelang cada halc-hal cyang bertentangan cdengan pelaksanaan cketentuan yang 

cberlaku dan cmerugikan pihak csi terutangc/si cterlelang, cmaka pihak cyang bersangkutan 

cdapat mengajukan cgugatan pembatalan cRisalah Lelang ckepada Badan cPeradilan 

Umum cdengan dasar cperbuatan melawan chukum oleh cPenguasa. 

rRisalah rLelang rbukanlah rsuatu rkeputusan rTUN, rdengan ralasan: 

1. rRisalah rLelang rbukan rrsuatu rkeputusan rTUN ryang rmengandung rsuatu rpenetapan 

r (rbeslissingr) rmaupun rpernyataan rkehendak r (wilsorming). 

2. rPerjanjian rdalam rlelang rada rhalnya rdibuat rmemang rdalam rkerangka rpelaksanaan 

rtugas rumum r (public) dan rmengenai rkekayaan rnegara r (rpublic rdomeinr), rnamun 

rPejabat rLelang rsebagai rpejabat rtata rusaha rnegara rmelakukan rperbuatan ryang 

rberhubungan rdengan rkepemilikanr. Adapun ralasannya r, rdalam rhal rpelaksanaan 

rlelangr, rpemerintah rtidak rdapat rbertindak rmenggunakan rkekuasaan rdan 

rkewenangan rpubliknya runtuk rmengatur rpemenang rlelangr, rmaupun rbesarnya 

rharga rpenawaran ryang rmenjadi rpemenang rdalam rlelangr. rPemenang rlelang rharus 

rdikembalikan rkepada rkuasa rhukum rperdata rbahwa rpenawaran rjual rbeli rbahwa 

rpembeli rlelang radalah rpenawar rtertinggi rdi rantara rpara rpenawar ryang rada. 

3. lRisalah lLelang ladalah lakta ltidak lmencatatkan lperalihan lyang lbersifat lpublicl, 

ltetapi lperalihan lhak lyang lbersifat lperdatal. lFungsi lRisalah lLelang ladalah luntuk 

lpendaftaranl/lperalihan lhak latau luntuk lmempertahankan lhak latau lsebagai lalat 

lbukti ltelah lterjadinya lperalihan lhak ltidak lmemenuhi lelemenl-elemen lkomulatif 

lyang lditentukan lPasal l1 langka l3 lUU lNo. 5 Tahun l1986, ltidak lmengandung lsuatu 

lbeslissingl/lpenetapan lmaupun l “lwillsormingl”/ lpernyataan lkehendak ldari lpejabat 

lyang lberwenang mengeluarkan lsurat lkeputusan ltersebut ldan lharus lmempunyai 

lsifat lnorma lhukum lyang lindividual lkonkretl, llsehingga lia lbukan lkeputusan ltata 

lusaha lnegara. 

4. lPejabat lLelang lnegara ladalah lpejabat lumum lyang ldiserahi ltugas luntuk lmembuat 

lakta lotentik lberupa lRisalah lLelang. 

lSejalan ldengan lYurisprudensi lMahkamah lAgung lRI lyang ltermuat ldalam 

lkeputusan lMahkamah lAgung lRI lNomor 47K/TUN/1997/312.K/TUN/1996 l, yang 

memuat norma hukum, lbahwa lRisalah lLelang lyang lditerbitkan loleh lpejabat llelang 

ladalah lbukan lKeputusan lTata lUsaha lNegara lyang ldapat ldigugat ldi lPeradilan lTata 

lUsaha lNegaral. 

bBerdasarkan buraian bdi batas bbila bdikaitkan bdengan bkasus bdalam bpembahasan 

bKarya bIlmiah bini bbahwa bpelaksanaan blelang beksekusi bHak bTanggungan bsudah bselesai 
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bdan btelah bdibuatkan bRisalah bLelang bNomor : b1042/2011, tanggal 20 bOktober 2011, 

byang bdikeluarkan boleh bKantor bPelayanan bKekayaan bNegara bDan bLelang b (bKPKNLb) 

bMalangb. bNamun bhasil bpelaksanaan blelang beksekusi btersebut bdigugat bdi bpengadilan boleh 

bdebitor bdan bpengadilan bmemutuskan bbahwa brisalah blelang btersebut btidak bmempunyai 

bkekuatan bhukum. 

bJadi bberdasarkan bputusan bpengadilan bdi batasb, bjelaslah bbahwa bpelaksanaan 

blelang beksekusi bhak btanggungan byang btelah bdilaksanakan boleh bKPKNL bMalang bbatal 

bkarena btidak bmempunyai bkekuatan bhukumb, bdemikian bjuga bRisalah bLelang bNomor : 

b1042 / b2011 yang btelah bdibuat boleh bPejabat bLelang bsebagai bbukti bautentik btelah 

bdilaksanakannya blelang beksekusi boleh bpengadilan bdiputuskan bbatal bdan btidak bbisa 

buntuk bmembalik bnama bobyek bsengketa. 

bBerbicara bmengenai bprosedur bpelaksanaan blelang beksekusi bHak bTanggunganb, 

bmaka bterkadang bditemukan badanya bhambatanb-bhambatan batau bmasalahb-bmasalahb, 

bsehingga byang bpada bakhirnya bdapat bmenyebabkan bproses bpelaksanaan blelang beksekusi 

bitu btidak bdapat bberjalan bdengan blancar bdan bbanyak bmenimbulkan bkerugianb-bkerugian 

bbagi bdebitor bdan bkreditorb. bAtau bbahkan blelang beksekusi bsudah bdilaksanakan bsesuai 

bdengan bperundangb-bundanganb, btetapi bkarena badanya bperlawanan bdari bpihak bdebitorb, 

maka blelang beksekusi btersebut bdibatalkan boleh bputusan bpengadilan bdan bdianggap btidak 

bmempunyai bkekuatan bhukum. 

bBerkaitan bhambaanb-bhambatan blelang beksekusib, bmaka bdapat bdijelaskan bbahwa 

bterhadap bobyek blelang byang bmasih bdalam bsengketa bawalb, badanya bgugatan bdari bdebitor 

bmaupun bdari bpihak bketigab, bdan bjuga bbelum badanya bputusan byang bberkekuatan bhukum 

btetap batas badanya bgugatan bperdata bawalb, bmaka bpelaksanaan blelang bHak bTanggungan 

bberdasarkan bPasal b6 bUUHT btidak bdapat bdilanjutkanb/bdilaksanakan bsebab bAkta 

bPemberian bHak bTanggungan bAPHT btidak bmemuat bjanji bsebagaimana bdimaksud 

bdalam bPasal b6 bjo. Pasalb 11 ayat (2) hurufb e atau adanyab kendala/gugatan bdebitor/pihak 

bketiga. bPelaksanaan bini bmerupakan bpelaksanaan btitle beksekutorial bdari bsertifikat bHak 

bTanggungan byang bmemuat birahb-birah “DEMIb KEADILANb BERDASARKAN 

KETUHANANb YANG bMAHA ESAb” byang bmempunyai bkekuatan byang bsama 

bdengan bputusan bhakim byang btelah bmempunyai bkekuatan bhukum btetapb. bPenjualan 

bobyek bHak bTanggungan bini bpada ddasarnya ddilakukan dsecara dlelang ddan dmemerlukan 

dfiat deksekusi ddari dpengadiland. dNamund, dterhadap dpermasalahan dpihak dketiga dyang 

dmerasa dkeberatan ddapat dmengajukan dgugatan dperlawanan dpihak dketiga d (dderden dverzetd) 

dsecara dresmi dmelalui dsurat dperlawanan dyang ddidaftarkan dkepada dpengadilan dnegeri 

dyang dbersangkutan ddengan dmelampirkan dbuktid-dbukti dkepemilikan dhak datas dtanah dyang 

ddilelangd. dApabila dgugatan dperlawanan dini dhanya dakald-dakalan dpihak dterlelangd, dyakni 

dmeminta dpihak dketiga ddmengajukan dperlawanan ddalam dhal dini dlelang dtetap 

ddilaksanakand, dkarena dhal dini dsudah djelas dapabila dlelang dakan ddilaksanakan dmaka 

dsertifikat dbukti dhak datas dtanah ddicek dterlebih ddahulu dpada dKantor dPertanahan 

dsetempatd. dSedangkan dapabila dmasalah dPra dLelang dterjadi dkarena dadanya dputusan dsela 

ddari dpengadiland, dmaka duntuk dsementara dwaktu dlelang deksekusi dtidak ddapat dilanjutkan, 

dtetapi akan dditangguhkan pelaksanaannya dsampai adanya dputusan pengadilan dyang 
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berikutnyad. Mengenai dmasalah Pra dLelang karena dketidaklengkapan dokumend-

dokumen dbaik asli dmaupun copyd-nyad, maka dsedapat mungkin dsegera diurus ddan 

ditangani dsesegera mungkin duntuk dapat ddilengkapi, dagar tidak dmenimbulkan 

kesulitan ddi kemudian dhari bagi dsi pemohon dlelang maupun dbagi pemenang dlelang. 

1. nHambatan npada nsaat npelaksanaan nlelangn, nbiasanya nyang nterjadi nadalah ndilakukannya 

npenundaaan neksekusi nlelang nHak nTanggungan ndan nbentuk njaminan nyang ntidak 

ndisukai natau nsusah nmencari npembelin, ndan nsolusinya nlelang ntetap ndilaksanakann, 

nmeskipun nsudah nada npengumuman nlelangn, ndi nsamping nitu ntidak nada nalasan nbagi 

nKPKNL nuntuk nmenolak npelunasan nyang nakan ndilakukan noleh ndebitor natau npihak 

nketiga npada nsaat nakan ndilaksanakannya nlelang. 

Hambatann npada nsaat nakan npelaksanaan nlelang nbisa njuga nterjadi nkarena nada 

npembayaran ndari ndebitorn. nLelang nsudah nakan ndilaksanakan ntiban-ntiba ndebitor 

nmembayar ndan nmemenuhi nkewajibannyan. nApabila nhal nseperti nini nterjadin, nmaka 

npihak pengadilan ndalam hal nini sangat nberhati-nhati, nkarena harus ndipenuhi adalah 

npembayaran utang nsebesar yang ntertera dalam nisi putusan nyang sedang 

ndilaksanakan, ntermasuk biaya nperkara, nbiaya eksekusin, dan nbiaya-nbiaya lain nberupa 

biaya nlelangn, nbiaya npengumuman ndi nkoran. 

Apabila tereksekusi menghendaki pembayaran, maka tereksekusi harus membayar 

secara tunai dan sekaligus lunas pada saat itu juga sesuai dengan isi putusan. Lelang 

kemudian ditangguhkan setelah jurusita mendapat perintah penangguhan dari 

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.  

    Pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu eksekusi (termasuk atas obyek hak 

jaminan Hak Tanggungan) dapat pula mengajukan perlawanan kepada pengadilan, 

yang disebut dengan perlawanan oleh pihak ketiga (Derden verzet). Pasal 195 (6) 

H.I.R. menentukan bahwa landasan perlawanan oleh pihak ketiga adalah hak milik 

yang bersifat absolut. Di samping itu menurut Pasal 378 Rv, landasan derden verzet 

tidak selalu harus didasarkan pada hak yang bersifat absolut, tetapi juga pada hak 

dan kepentingan yang bersifat relative. Derden verzet terhadap eksekusi dapat 

diajukan atas alasan hak pakai, bahkan atas dasar hak sewa serta hak hipotik, 

sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung 20. 

     Misalnya juga dalam Putusan PN Jember No. 142/Pdt.G/1996/PN Jr, 

tanggal 5 April 1997 dikatakan, seseorang yang bukan pemilik tanah dan tidak 

berwenang memindahkan hak atas tanah tersebut, adalah tidak berwenang 

menjadikan hak atas tanah itu sebagai jaminan kredit. Konsekuensinya adalah Akta 

Hipotik dan Sertifikat Hipotik yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang atas 

tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut 

dikuatkan oleh MA melalui Putusan No. 2305.K/Pdt/1999, tanggal 23-8-2000, 

dalam Varia Peradilan Th. XVII, No. 204, September 2002. Kasus tersebut berawal 

dari tipu daya debitor yang meminjam pethok tanah orang lain dengan alasan 

                                                 
20 Khoidin M. Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak 

Tanggungan). Surabaya: Laksbang Yustisia. 2017. H 176 
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dibantu akan disertifikatkan, namun setelah sertifikat tanahnya selesai ternyata 

diagunkan kepada bank. Ketika eksekusi hendak dilaksanakan oleh 

PUPN/BUPLN, karena kreditornya adalah Bank Pemerintah (Bank BNI), maka 

pemilik tanah mengajukan derden verzet ke pengadilan dengan alasan hak milik. 

   Meski debitor dan pihak ketiga diberikan perlindungan atas eksekusi obyek 

hak jaminan melalui pengajuan perlawanan, namun lembaga peradilan harus 

berhati-hati dalam memeriksa setiap gugatan perlawanan. Karena, tidak sedikit dari 

perlawanan yang diajukan, baik partij verzet maupun derden verzet, hanya merupakan 

strategi atau akal-akalan untuk menggagalkan eksekusi obyek hak jaminan. 

Misalnya, pihak tereksekusi bersekongkol dengan pihak ketiga dengan mengalihkan 

obyek hak jaminan melalui hibah atau jual beli dengan akta otentik yang dibuat jauh 

sebelum terjadi eksekusi. Selanjutnya pihak ketiga mengajukan perlawanan atas 

alasan hak milik. 

   Menurut pengamatan Yahya Harahap, jarang sekali ditemukan derden verzet 

yang murni dan bersih dari persekongkolan dan kecurangan. Strategi menghadap 

eksekusi obyek hak jaminan dengan mengajukan derden verzet marak terjadi sejak 

tahun 1970-an hingga sekarang. Dari setiap 70 perkara derden verzet hanya satu 

perkara saja yang benar-benar murni membela dan mempertahankan hak serta 

kepentingan pihak Pelawan. Sedang selebihnya hanya merupakan permainan yang 

diatur secara curang oleh pihak tereksekusi. Dengan diajukan gugatan perlawanan 

maka eksekusi biasanya ditunda oleh hakim sampai perkaranya memperoleh 

putusan yang berkekuatan hukum tetap. (M. Yahya Harahap, 1992, hal. 142). 

Akibatnya hak dan kepentingan kreditor dirugikan karena tidak dapat segera 

menerima penggantian atas piutangnya yang macet. 

2. Hambatan pada setelah pelaksanaan Lelang, masalah-masalah yang sering muncul 

setelah pelaksanaan lelang adalah:  

a. Masalah pengosongan obyek lelang (kalau obyek lelang itu, yaitu tanah 

ditempati). Untuk mengatasi masalah pengosongan ini ada beberapa cara yang 

bisa dilakukan, diantaranya adalah :  

1) Dengan melakukan personal approach. Pemilik baru melakukan pendekatan 

ke penghuni dengan memberikan sejumlah uang yang disepakati, dimana 

uang tersebut dimaksudkan sebagai pesangon agar penghuni bersedia 

keluar dari obyek tersebut. Cara ini bukan merupakan cara resmi, tapi lebih 

sebagai suatu upaya perdamaian.  

2)  Dengan meminta Fiat Eksekusi pengosongan dari pengadilan. Pemilik 

baru, berdasarkan Risalah Lelang yang dimilikinya (sebagai bukti sah-nya 

perpindahan kepemilikan hak) mengajukan permohonan ke pihak 

pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan atas obyek 

lelang (tanah). Setelah Fiat Eksekusinya ke luar, aparat terkait akan 

melakukan perintah pengosongan. Proses ini relatif mahal dan memakan 

waktu cukup lama.  
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b. Bangunan yang berdiri di atas tanah hak sewa. Permasalahan yang timbul apabila 

yang akan dilelang adalah bangunan yang berdiri di atas tanah hak sewa. Agar 

tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, maka sejak awal jaminan dalam 

bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah persewaan, dimintakan izin 

menjaminkan kepada Pemerintah Kota/Kab yang diwakili oleh Dinas 

Pertanahan Pemerintah Kota/Kab. Setelah ada izin menjaminkan dari 

Pemerintah Kota/Kab, baru kreditor (bank) akan mengikat jaminan tersebut 

secara fidusia. Izin ini akan mengikat pemerintah kota/kab, artinya apabila 

sampai terjadi pelelangan atas bangunan yang berdiri di atas tanah hak 

pengelolaannya, maka pemerintah kota/kab senantiasa membantu kreditor 

(bank). Pada dasarnya tanah-tanah yang berada di bawah pengelolaan 

pemkot/pemkab tidak diperkenankan untuk dijaminkan. Oleh karena itu, yang 

dijaminkan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah pengelolaan. Mengingat 

izin penjaminan yang diterbitkan oleh pemkot/pemkab, maka bangunan dapat 

dikosongkan oleh pemenang lelang, sedangkan tanahnya masih di bawah 

pengelolaan pemkot/pemkab dan selanjutnya pemenang lelang berstatus 

sebagai penyewa baru atas tanah dimana obyek lelang berada. 

Suatu Eksekusi (termasuk lelang eksekusi Hak Tanggungan) dapat dilawan 

oleh debitor selaku pihak termohon eksekusi atau oleh orang lain, yang diajukan 

kepada Pengadilan Negeri yang melakukan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 

195 (6) H.I.R. Demikian pula jika eksekusi tersebut dilakukan oleh PUPN/BUPLN 

untuk kepentingan kreditor dari bank Pemerintah, perlawanan diajukan ke 

Pengadilan Negeri setempat dengan menjadikan PUPN/BUPLN sebagai terlawan. 

Di samping itu juga dapat diajukan gugatan perdata biasa dengan menjadikan 

kreditor sebagai tergugat dan PUPN/BUPLN atau kKepala kKantor kPelayanan 

kKekayaan kNegara kdan kLelang k(KPKNL) ksebagai ktergugat katau kturut ktergugatk, 

ksebagaimana kdilakukan koleh kChandra kSoegianto kdan kJuwita kChandra kpara kDebitor 

dan sebagai para Penggugat dalam kasus ini yang harus tunduk pada putusan 

pengadilan. 

Perlawanan oleh termohon eksekusi disebut sebagai perlawanan pihak 

(partij verzet). Dalil pokok yang dijadikan alasan untuk mengajukan partij verzet atas 

eksekusi berdasarkan Pasal 224 H.I.R adalah mengenai keabsahan formal dan 

alasan materiil yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti. Juga karena 

penetapan pengadilan menimbulkan kerugian atas hak atau kepentingan termohon 

eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 378 Rv. 21. Alasan lain pengajuan partij verzet 

adalah debitor keberatan atas surat paksa, obyek eksekusi merupakan harta gono-

gini, atau harga lelang terlalu rendah22.. 

                                                 
21 Harahap, M. Yahya. (1993). pPerlawanan pTerhadap pEksekusi pGrose pAkta pSerta pPutusan 

pPengadilan pdan pArbitrase pdan pStandar pHukum pEksekusip. pBandung: pCitra pAditya pBakti. H 4 
22 Retnowulan, Sutantio, and Oeripkartawinata Iskandar. "Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek." Bandung, Penerbit Mandar Maju (1997). H 30 
 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1541464754&1&&


Jurnal Media Hukum dan Peradilan 
Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya 

ISSN : 2654-8178 (Online) -  2442-7829 (Print) 

 

46 

 

Lembaga peradilan juga telah mengakui hak debitor selaku termohon 

eksekusi (termasuk pemberi Hak Tanggungan) dalam mengajukan perlawanan atas 

eksekusi obyek hak jaminan. Salah satu alasan yang dapat dierima oleh pengadilan 

bagi pengajuan partij verzet adalah jika dalam grose akta yang dieksekusi terdapat 

cacat karena bertentangan dengan undang-undang, misalnya memuat eigendom 

beding, maka dapat dibatalkan. Apabila grose akta tidak memuat titel eksekutorial, 

misalnya dibuat dalam bentuk Acknoledgment of Indebtedness and Security Agreement, 

maka tidak termasuk pengertian grose akta menurut Pasal 224 H.I.R. 

Beberapa bentuk perlawanan debitor atau termohon eksekusi (partij verzet) 

sebagaimana beberapa putusan pengadilan di atas, jika dilihat dari kacamata 

kreditor/pemohon eksekusi bahkan sekaligus sebagai pemenang lelang eksekusi 

adalah sebagai bentuk hambatan lelang eksekusi. Lelang eksekusi yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undang dan sudah ada pembeli pemenang 

lelang dan telah juga dibuatkan Risalah Lelang tersebut, justru menurut putusan 

pengadilan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibatalkan. 

Diketahui bahwa hambatan-hambatan terhadap lelang eksekusi Hak 

Tanggungan dengan Risalah Lelang Nomor : 1042 / 2011 dinyatakan tidak sah, tidak 

mempunyai kekuatan mengikat ddan dbatal ddemi dhukum dyang ddinyatakan ddalam 

dPutusan dPengadilan dNegeri dKediri dNomor : 61/Pdtd.G/2012/PN.Kdr., yang dtelah 

dberkekuatan dhukum dtetapdd, dmaka dhak dpembeli ddan dpemenang dlelang yaitu dPimpinan 

dPT dBank Rakyat Indonesia dKantor dCabang dKediri yang juga sebagai Tergugat I, 

dmenjadi dberakhir dddan upaya dyang dddapat ddilakukan doleh dpembelid/dpemenang dlelang 

dadalah dmenuntut dganti drugi dtehadap dpenjual. 

Adaya keberatan debitor terhadap hasil lelang dengan mengajukan gugatan 

kepengadilan untuk membatalkan hasil lelang sehingga apabila pengadilan telah 

memberikan putusan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan 

lelang yang diadakan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta risalah lelang tidak 

mempunyai kekuatan mengikat, maka implikasi dari putusan lelang yang dinyatakan 

dtidak dsah ddan dbatal ddemi dhukum dartinya dbahwa dhak pembeli dlelang atas obyek lelang 

yaitu Hak Tanggungan akan menjadi berakhir. Masalah-masalah yang timbul dari 

penjualan secara lelang ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian secara hukum 

dimana pihak pembeli lelang yang beritikad baik mempercayakan mekanisme 

pembelian barang melalui sarana lelang yang dianggap aman.  

Ganti kerugian terhadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan tidak diatur 

dalam peraturan lelang, sehigga dapat dilihat ke peraturan yang lebih umum yaitu KUH 

Perdata. Dalam peraturan lelang hanya disebutkan tentang kewajiban penjual. dPasal d17 

dPeraturan dMenteri dKeuangan dNomor d27/PMK.06/d2016  tentang dpetunjuk 

dpelaksanaan dlelang ddinyatakan dbahwa dPenjuald/dPemilik dBarang dbertanggung djawab 

dterhadapd: dkeabsahan dkepemilikan dbarangd, dkeabsahan ddokumen dpersyaratan dlelangd, 

dpenyerahan dbarang dbergerak ddand/datau dbarang dtidak dbergerakd; ddan ddokumen 

dkepemilikan dkepada dPembelid, dserta dpenetapan dnilai dlimitd. dPenjuald/dPemilik dBarang 

dbertanggung djawab dterhadap dgugatan dperdata dmaupun dtuntutan dpidana dyang dtimbul 
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dakibat dtidak ddipenuhinya dperaturan dperundangd-dundangan ddi dbidang dlelang. 

dPenjual/Pemilik Barang dbertanggung djawab datas dtuntutan dganti drugi dterhadap dkerugian 

dyang dtimbul dkarena dketidakabsahan dbarang ddan dokumen persyaratan lelang. Dari 

penjelasan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dipakai 

dalam Karya Ilmiah ini tepat sekali dan terdapat kepastian hukum sehingga 

penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun 

tutuntutan pidana yang timbul apabila tidak terpenuhinya peraturan perundang-

undangan dalam lelang, dalam hal ini apabila lelang dinyatakan tidah sah dan batal oleh 

pengadilan maka penjual/pemilik barang mengembalikan harga lelang yang telah 

dibayarkan oleh pembeli lelang beserta dengan ganti kerugian yang timbul dalam proses 

pelelangan itu. Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 

tersebut karena kesalahannya untuk mengganti. Undang-undang menjamin 

perlindungan pembeli yang telah dirugikan dalam jual beli adalah pembeli/pemenang 

lelang dapat menuntut ganti rugi di depan pengadilan. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka hasil Karya Ilmiah ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli atau pemenang lelang yang bertitikad 

baik dan sah dalam hal lelang eksekusi Hak Tanggungan yang pelaksanaan 

lelangnya digugat oleh debitor sebagai pemilik tanah obyek jaminan Hak 

Tanggungan adalah: 

a. Mengajukan perlawanan (dDerden dVerzet) dterhadap deksekusi dputusan dyang 

dberkekuatan dhukum dtetapd. dPerlawanan ddiajukan dkepada dKetua dPengadilan 

dNegeri dyang ddalam dwilayah dhukumnya dterjadi dpenyitaan ditud, dbaik dsecara dlisan 

dmaupun dsecara dtulisan.  

b. Mengajukan permohonan perlindungan hukum atas putusan pembatalan 

lelang dan re-eksekusi. 

2. Cara penyelesaian bila terjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak 

Tanggungan adalah: 

a. Pada saat sebelum pelaksanaan lelang, maka penyelesaiannya sedapat 

mungkin segera diurus dan ditangani sesegera mungkin untuk dapat 

dilengkapi, agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari bagi si 

pemohon lelang maupun bagi pemenang lelang. 

b. Pada saat pelaksanaan lelang, maka penyelesaiannya dengan cara pihak 

debitor membayar utang sebesar yang tertera dalam isi putusan yang sedang 

dilaksanakan, termasuk biaya perkara, biaya eksekusi dan biaya-biaya lain 

seperti biaya lelang, biaya pengumuman di koran dan sebagainya, pada saat 

itu juga.  
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c. Pada setelah pelaksanaan lelang, bentuk penyelesaiannya adalah kreditor 

sebagai pembeli dan pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan melakukan 

perlawanan (derden verset) dengan menggugat debitor ke pengadilan dengan 

gugatan ganti rugi atas semua biaya pelaksanaan lelang yang telah 

dilaksanakan dan dibatalkan oleh pengadilan. Selanjutnya Bank Rakyat 

Indonesia selaku kreditor meminta pertanggungjawaban debitor yang 

wanprestasi tersebut untuk segera memenuhi hutang yang macet dengan cara 

lelang ulang atau re-eksekusi. 

Saran 

Hendaknya eksekusi Hak Tanggungan dilakukan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUHT. Demikian juga dalam 

hal pelaksanaan lelang harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 
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